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ABSTRAK 

 

FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

PELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API 

(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) 

Oleh 

Arya Andika 

 

Perkembangan moda transportasi di Indonesia, khususnya transportasi kereta api, terus 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan semakin seringnya pertemuan antara 

sarana transportasi jalan raya dan transportasi rel. Peristiwa tersebut dikenal dengan 

istilah perlintasan sebidang. Beberapa kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang 

sering kali merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, baik 

motor, mobil, maupun pengendara lainnya, yang menerobos palang pintu kereta api, 

untuk itu permasalahan penulis buat :(1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana 

terhadap pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api? (2) Apa sajakah faktor 

penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran perlintasan palang pintu 

kereta api?  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang 

menitikberatkan pada pencarian kebenaran berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kepastian hukum, 

sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur hukum, buku-buku rujukan, maupun 

sumber hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan yuridis 

empiris, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan satu orang Kanit 

Gakkum Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, satu staf Hukum dari DAOP 1 

Jakarta, dan satu akademisi dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta observasi lapangan, 



kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data interaktif dan interpretasi 

hukum.  

Hasil penelitian dan pembahasan dilapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum 

pidana terhadap pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api dilaksanakan melalui 

proses pemeriksaan tilang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016, 

yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Proses ini 

dilakukan dengan sistem pemeriksaan acara cepat. Adapun beberapa faktor yang 

menghambat penegakan hukum dalam penelitian ini meliputi faktor hukum, faktor 

penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya.  

Saran dari penulis adalah pentingnya peningkatan kesadaran hukum, baik dari sisi 

pelanggar, aparat penegak hukum, ataupun pemerintah. Selain itu, kerja sama yang 

lebih baik antar jaringan penegak hukum perlu ditingkatkan, serta pemasangan kamera 

CCTV di setiap palang pintu kereta api untuk mendukung pengawasan dan penegakan 

hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Perlintasan Palang 

Kereta Api 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Factors Hindering the Enforcement of Criminal Law on Railway Level Crossing 

Gate Violations (A Case Study in the Jurisdiction of Metro Tangerang City 

Police) 

By 

Arya Andika 

 

The development of transportation modes in Indonesia, particularly railway 

transportation, continues to increase each year. This has led to more frequent 

intersections between road transportation and railways, commonly referred to as level 

crossings. Several accidents that occur at level crossings are often the result of 

violations committed by drivers whether of motorcycles, cars, or other vehicles who 

force their way through the railway crossing gates. Based on this, the research 

problems formulated by the author are: (1) How is criminal law enforced against 

violations at railway crossing gates? (2) What are the inhibiting factors in the 

enforcement of criminal law against violations at railway crossing gates? 

 

This research employs a normative juridical approach, which focuses on the search 

for truth based on applicable legal provisions or regulations and legal certainty, as 

explained in various legal literatures, reference books, and other legal sources. In 

addition, this research also adopts an empirical juridical approach, conducted through 

direct interviews with one officer from the Traffic Law Enforcement Unit (Kanit 

Gakkum Sat Lantas) of the Metro Tangerang City Police, one legal staff member from 

DAOP 1 Jakarta, and one academic from the Criminal Law Department, Faculty of 

Law, University of Lampung. Data were obtained through literature study and field 

observation, then analyzed using interactive data analysis methods and legal 

interpretation. 

 



The results of field research and discussion indicate that the enforcement of criminal 

law against violations at railway crossing gates is carried out through a traffic 

ticketing (tilang) process in accordance with Government Regulation No. 80 of 2016, 

which serves as an implementation of Law No. 22 of 2009. This process is conducted 

through a fast-track judicial procedure. Several factors hindering law enforcement in 

this study include legal factors, law enforcement personnel, infrastructure or facilities, 

as well as societal and cultural factors. 

 

The author's suggestions emphasize the importance of increasing legal awareness, 

both among violators, law enforcement officers, and the government. In addition, 

stronger cooperation among law enforcement networks needs to be enhanced, along 

with the installation of CCTV cameras at every railway crossing gate to support more 

effective monitoring and law enforcement. 

 

Keywords: Law Enforcement, Traffic Violations, Railway Crossing Gates 
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MOTTO 

 

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi 

kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu, Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui” 

(Surat Al Baqarah Ayat 216) 

 

“Hidup itu baik ketika anda Bahagia, tetapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia 

karena kamu” 

(Pope Francis) 

 

“Don’t stop when you are tired. Stop when you are done.” 

(Arya Andika) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menerapkan ketentuan hukum dengan 

memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia guna menjamin ketaatan terhadap 

peraturan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses 

mewujudkan norma-norma hukum menjadi realitas dalam kehidupan.1 Dalam konteks 

negara yang sedang berkembang, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

pengendalian sosial atau penjaga stabilitas, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai 

alat perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. 

 

Penegakan hukum pidana yang rasional mencakup tiga tahapan mendasar, yakni tahap 

formulasi norma hukum, tahap implementasi oleh aparat penegak hukum, serta tahap 

pelaksanaan putusan hukum.2 Ketiga tahapan ini dipahami sebagai rangkaian proses 

yang dirancang secara sistematis dan berorientasi pada pencapaian tujuan hukum yang 

telah ditetapkan. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem transportasi di Indonesia 

mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk dalam hal transportasi kereta api. 

Kereta api merupakan alat transportasi rel yang digerakkan oleh tenaga mesin, baik 

secara mandiri maupun tersambung dengan unit lain, yang beroperasi di atas jalur rel 

dalam rangkaian perjalanan tertentu. PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI) bertanggung 

jawab atas operasional kereta api di sejumlah wilayah, meliputi Provinsi Aceh, 

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, serta seluruh provinsi 

di Pulau Jawa. Total panjang jalur kereta api di Indonesia mencapai 7.777,40 kilometer. 

 
1 Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum.Sinar Baru;Bandung.1983.hlm 24 
2 Soerjono Soekanto.Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta:Rajawali Pers.2008. 

hlm 5 
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Perlintasan kereta api merupakan titik temu antar jalur kereta dengan berbagai jenis 

jalan, baik jalan raya maupun jalan kecil, yang bisa dijumpai di wilayah pedesaan 

maupun perkotaan. Dalam perkembangannya, peningkatan sarana jalan raya kerap 

menimbulkan titik persinggungan dengan jalur kereta api.3 

 

Dalam konteks regulasi, jalur rel memiliki prioritas dibandingkan dengan lalu lintas 

jalan raya, sehingga diperlukan mekanisme pengaturan seperti perlintasan sebidang. 

Perlintasan sebidang ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlintasan dengan palang 

pintu dan perlintasan tanpa penjagaan. Salah satu bentuk pengamanan pada perlintasan 

sebidang adalah penggunaan palang pintu sebagai tanda peringatan bagi pengendara 

maupun pejalan kaki bahwa kereta api akan melintas. Namun demikian, keselamatan 

pengguna jalan ketika melintasi perlintasan tidak sepenuhnya dapat disandarkan pada 

keberadaan palang pintu atau petugas penjaga semata. Tercatat dari 8.385 perlintasan 

kereta api di seluruh Indonesia, hanya 1.145 pintu perlintasan yang dijaga dan sisanya 

7.240 pintu perlintasan tidak dijaga dan tidak berpalang. Hal ini disebabkan  kurangnya  

sumber daya manusia yang ada di Indonesia.4 

 

Para pengendara diimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati saat melintasi 

perlintasan kereta api, serta dituntut untuk mengubah pola pikir mereka dalam 

memandang pentingnya keselamatan di area tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh 

Senior Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 (Daop 1), Ixfan 

Hendriwintoko, menegaskan pentingnya para pengguna jalan untuk mematuhi rambu-

rambu di sekitar perlintasan kereta api sebidang. Hal ini disampaikan karena masih 

banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan fungsi dari palang pintu perlintasan.5 

Sejumlah insiden yang terjadi di perlintasan sebidang pada dasarnya merupakan 

 
3 Wikipedia.Kereta Api Indonesia. https://id.wikipedia.//Kereta Api Indonesia di akses pada tanggal 25 

Mei 2024 jam 22:00 WIB 
4 Prayoga,    Yudhi.,   Wahyu    Irawanto.,    Nurul Annisa  S.W.  (2013). Sistem  Otomasi Kendali Pintu 

Perlintasan Menyeberang Rel Kereta Pada Perlintasan  KRL  UI-Margonda  Tahun 2007. Depok: 

Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. 
5 Andri Donnal Putera. Pentingnya Menaati Rambu di Perlintasan Kereta Api Sebidang 

.https://megapolitan.kompas.com di akses pada tanggal 14 Mei 2024 jam 18:18 WIB 
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kecelakaan lalu lintas yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan 

oleh pengemudi kendaraan bermotor, baik roda dua, roda empat, maupun pengguna 

jalan lainnya. 

 

Pemerintah daerah maupun Dinas Perhubungan setempat telah memasang berbagai 

rambu lalu lintas sebagai bentuk peringatan yang wajib dipatuhi oleh pengguna jalan. 

Ketentuan ini diberlakukan demi menjaga ketertiban serta menjamin keselamatan 

seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya Pasal 90, penyelenggara prasarana 

perkeretaapian memiliki hak serta kewenangan untuk mengutamakan perjalanan kereta 

api pada perlintasan sebidang. Ketika kecelakaan terjadi, dampaknya tidak hanya 

ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI), tetapi juga oleh para korban yang 

terlibat dalam insiden tersebut. Sayangnya, masih banyak warga yang belum 

memahami adanya sanksi hukum bagi pelanggar yang menerobos palang pintu 

perlintasan, bahkan sebagian yang sudah mengetahui tetap melakukan pelanggaran 

tersebut. Berikut data pelanggaran perlintasan palang kereta api dari 2018-2023:6 

 

 
6 Bandung bergerak. Data pelanggaran  di jalur perlintasan rel kereta api kota Bandung 2018-2023. 

https://idbandungbergerak.// Data pelanggaran  di jalur perlintasan rel kereta api kota Bandung 2018-

2023, di akses pada tanggal 15 September 2024 jam 10.23 WIB 
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Terhadap permasalahan tersebut, Keselamatan di perlintasan sebidang antara jalan dan 

rel kereta api merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna 

jalan. Perlintasan ini menjadi titik rawan kecelakaan apabila pengguna jalan tidak 

mematuhi rambu, sinyal, atau palang pintu yang telah dipasang sebagai alat pemberi 

isyarat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, mengatur secara tegas mengenai kewajiban pengguna jalan, 

khususnya pengemudi kendaraan bermotor, dalam menghormati hak utama kendaraan 

lain, termasuk kereta api. Tindak pidana pelanggaran perlintasan palang pintu kereta 

api diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan 

angkutan jalan Pasal 296 yang berbunyi : 

 

Pasal 296: 

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta 

api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta 

api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling 

banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, peinulis meirasa teirtarik untuk meineiliti leibih lanjut 

meingeinai bagaimana peineigakan hukum pidana diteirapkan teirhadap peilanggaran yang 

teirjadi di peirlintasan palang pintu keireita api, seirta faktor-faktor apa saja yang meinjadi 

hambatan dalam peilaksanaan peineigakan hukum teirseibut. Peirmasalahan ini akan dikaji 

seicara meindalam dalam beintuk skripsi deingan judul "Peineigakan Hukum Pidana 

Teirhadap Peilanggaran Peirlintasan Palang Keireita Api (Studi di Wilayah Hukum Polreis 

Meitro Tangeirang Kota).” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Peirmasalahan 

Beirdasarkan latar beilakang di teirseibut, oleih seibab itu peineiliti meingangkat 

peirmasalahan seibagai beirikut: 
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1) Bagaimanakah peineigakan hukum teirhadap peilanggaran peirlintasan palang pintu 

keireita api? 

2) Apa sajakah faktor peinghambat peineigakan hukum teirhadap peilanggaran 

peirlintasan palang pintu keireita api? 

 

1. Ruang Lingkup 

Untuk meimastikan agar peimbahasan dalam peinulisan ini teitap teirfokus, peinulis 

meimbatasi cakupan peirmasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini deingan cara 

meingeimbangkan fokus peirsoalan seibagai beirikut: 

Peineilitian ini beirfokus pada ruang lingkup hukum pidana formil, khususnya dalam 

peineigakan hukum teirhadap tindak pidana lalu lintas, deingan kajian meindalam 

meingeinai peilanggaran peirlintasan palang pintu keireita api. Hukum lalu lintas yang 

dimaksud meiliputi keiseiluruhan norma yang meingatur proseidur peineigakan hukum 

pidana mateirieil seisuai deingan keiteintuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 teintang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peineilitian ini dibatasi pada proseidur 

peinindakan peilanggaran lalu lintas, teirutama yang teirkait deingan tindakan meineirobos 

palang pintu keireita api, dan dilaksanakan di Kota Tangeirang pada tahun 2024. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peineilitian 

Beirdasarkan peirmasalahan yang diajukan maka tujuan peineilitian ini adalah: 

a. Untuk meinganalisis peineigakan hukum pidana teirhadap peilanggaran peineirobos 

palang keireita api. 

b. Untuk meinganalisis faktor peinghambat upaya peineigakan hukum pidana teirhadap 

peilanggaran peineirobos palang pintu keireita api. 

 

2. Keigunaan Peineilitian 

Keigunaan dari peineilitian ini adalah: 

a. Keigunaan Teioritis 



6 
 

Seicara teioritis, peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan kontribusi teirhadap 

peirkeimbangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana, deingan fokus 

pada peineigakan hukum pidana teirkait peilanggaran di peirlintasan palang pintu keireita 

api. 

 

b. Keigunaan Praktis 

Seicara praktis, diharapkan agar aparat peineigak hukum yang meinangani kasus pidana, 

seirta pihak-pihak teirkait lainnya, dapat meimanfaatkan peineilitian ini untuk 

meimpeirdalam peimahaman meireika meingeinai topik-topik utama yang dibahas, dan 

meimpeiroleih manfaat dalam peineirapan peineigakan hukum. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.  Kerangka Teoritis 

Beirdasarkan deifinisi teirseibut maka keirangka teioritis yang digunakan dalam peineilitian 

ini adalah: 

 

a. Teiori Peineigakan Hukum 

Peineigakan hukum adalah suatu proseis yang beirtujuan untuk meimastikan bahwa 

norma-norma hukum diteirapkan dan beirfungsi seibagai peidoman bagi peirilaku dalam 

keihidupan masyarakat dan neigara. Barda Nawawi Arieif, seipeirti yang dijeilaskan oleih 

Heini Siswanto, meinyatakan bahwa peineigakan hukum pidana meincakup seigala 

tindakan yang dilakukan oleih aparat peineigak hukum untuk meineigakkan hukum, 

keiadilan, seirta meimbeirikan peirlindungan teirhadap martabat manusia, keiteirtiban, 

keiteinangan, dan keipastian hukum, seisuai deingan prinsip yang teirkandung dalam 

Undang-Undang Dasar 1945.7 Oleih kareina itu, peiraturan peirundang-undangan 

dirancang untuk meimbeirikan peirlindungan keipada masyarakat.8 Agar peirlindungan ini 

teircapai, peineigakan hukum harus dilaksanakan deingan baik. Deingan deimikian, tujuan 

dari peimbeintukan hukum dan peiraturan hanya dapat teirwujud jika impleimeintasi 

undang-undang dilakukan seicara eifeiktif. Sudikno Meirtokusumo meingeimukakan 

 
7 Heni Siswanto. Rekontruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan 
8 Ibid. 
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bahwa peineigakan hukum harus meimpeirhatikan tiga aspeik peinting, yaitu keipastian 

hukum (reichtssicheirheiit), keimanfaatan (zweickmassigkeiit), dan keiadilan 

(geireichtigkeiit).9  

Hubungan antara hukum dan masyarakat beigitu eirat kareina hukum seilalu dipeingaruhi 

oleih inteiraksi sosial. Seimakin inteins inteiraksi dan hubungan sosial, seimakin seiring 

hukum digunakan untuk meingatur proseis inteiraksi teirseibut. Dalam konteiks ini, hukum 

meirupakan syarat mutlak bagi masyarakat, yang tidak dapat diabaikan.10 

Peineigakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan teirbagi atas :  

1) Peinyidikan peirkara keiceilakaan lalu lintas  

2) Peinindakan peilanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 

Pasal dan sanksi yang meingatur peirlintasan palang pintu keireita api diseibutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 teintang Lalu lintas dan Angkutan jalan Pasal 

296 yang beirbunyi : 

Pasal 296 :  

Seitiap orang yang meingeimudikan keindaraan beirmotor pada peirlintasan antara keireita 

api dan jalan yang tidak beirheinti keitika sinyal sudah beirbunyi, palang pintu keireita 

api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain seibagaimana dimaksud dalam Pasal 

114 huruf a dipidana deingan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau deinda paling 

banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. 

 

 
9 Ibid. 
10 Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan Keempat,Universitas Lampung,Bandar 

Lampung,2013.hlm. 1 
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b. Faktor-faktor yang Meimpeingaruhi Peineigakan Hukum 

Dalam meimbahas peineigakan hukum, peinting juga untuk meimpeirtimbangkan beirbagai 

faktor yang meimeingaruhi eifeiktivitas peineigakan hukum teirseibut. Keibeirhasilan dalam 

proseis peirlindungan dan peineigakan hukum tidak hanya beirgantung pada peineirapan 

hukum yang beirlaku, teitapi juga dipeingaruhi oleih beibeirapa faktor lain yang turut 

beirpeiran. 

1. Faktor Hukum Itu Seindiri 

Pada prakteiknya peineigakan hukum seiring seikali meinghadapi tantangan dalam 

meinyeiimbangkan antara keiadilan dan keipastian hukum. Konflik ini muncul kareina 

keipastian hukum didasarkan pada aturan yang sudah diteitapkan seicara normatif dalam 

peiraturan peirundang-undangan, seidangkan keiadilan beirsifat subjeiktif dan abstrak, 

teirgantung pada sudut pandang seirta kondisi sosial masyarakat. Dalam beibeirapa kasus, 

peineirapan aturan hukum seicara kaku dapat dianggap tidak adil oleih masyarakat, 

teirutama jika tidak meimpeirtimbangkan aspeik-aspeik teirteintu seipeirti latar beilakang 

peilanggar, keiadaan darurat, atau faktor-faktor lain yang meimpeingaruhi suatu tindakan 

peilanggaran. 

Seibaliknya, jika keiadilan leibih diutamakan tanpa meimpeirtimbangkan keipastian 

hukum, maka akan muncul keitidakpastian dalam peineigakan hukum. Masyarakat bisa 

saja meinganggap bahwa hukum dapat dineigosiasikan atau diteirapkan seicara fleiksibeil 

beirdasarkan kondisi teirteintu, yang pada akhirnya dapat meileimahkan otoritas hukum 

itu seindiri. Oleih kareina itu, aparat peineigak hukum harus mampu meinyeiimbangkan 

antara dua prinsip ini deingan cara meineirapkan aturan seicara teigas namun teitap 

meimpeirtimbangkan aspeik keiadilan dalam seitiap keiputusan. Deingan peindeikatan yang 

leibih humanis dan konteikstual, hukum dapat diteigakkan deingan teitap meimpeirhatikan 

keipeintingan masyarakat tanpa meingorbankan prinsip keiadilan maupun keipastian 

hukum. 
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2. Faktor Peineigak Hukum 

Seiiring beirjalannya hukum, meintalitas dan keipribadian peitugas peineigak hukum 

meimainkan peiran yang sangat peinting dalam meimastikan bahwa aturan dapat 

diteirapkan seicara eifeiktif dan adil. Jika peiraturan yang ada sudah disusun deingan baik 

dan seisuai deingan prinsip hukum yang beirlaku, namun kualitas dan inteigritas peitugas 

peineigak hukum masih reindah, maka peilaksanaan hukum di lapangan akan meinghadapi 

beirbagai keindala. Misalnya, jika aparat peineigak hukum tidak meimiliki disiplin, 

profeisionalismei, dan komitmein dalam meinjalankan tugasnya, maka aturan yang teilah 

diteitapkan bisa saja diabaikan atau bahkan disalahgunakan untuk keipeintingan teirteintu. 

Oleih kareina itu, salah satu faktor kunci keibeirhasilan dalam peineigakan hukum adalah 

keipribadian dan meintalitas para aparat yang beirtugas. Meireika harus meimiliki inteigritas 

tinggi, sikap adil, seirta keimampuan untuk meineigakkan hukum tanpa pandang bulu. 

Seilain itu, peilatihan dan peimbinaan yang beirkeilanjutan juga dipeirlukan agar peitugas 

meimiliki peimahaman yang meindalam teintang hukum seirta mampu meinghadapi 

beirbagai tantangan di lapangan. Jika peineigak hukum meimiliki karakteir yang baik dan 

beirtanggung jawab, maka masyarakat akan leibih peircaya teirhadap sisteim hukum yang 

beirlaku, seihingga keipatuhan teirhadap aturan juga akan meiningkat. Deingan deimikian, 

keibeirhasilan peineigakan hukum sangat beirgantung pada kualitas meintalitas dan 

profeisionalismei dari aparat yang meineigakkannya. 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana meimiliki peiranan yang peinting dalam meindukung peineigakan 

hukum yang eifeiktif. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang meimadai, aparat peineigak 

hukum akan meingalami keisulitan dalam meinjalankan tugasnya seicara optimal. 

Misalnya, dalam konteiks peineigakan hukum lalu lintas, keibeiradaan rambu-rambu yang 

jeilas, palang pintu otomatis di peirlintasan keireita api, kameira peingawas (CCTV), seirta 

sisteim tilang eileiktronik (EiTLEi) sangat meimbantu dalam meingawasi dan meinindak 

peilanggaran. Jika sarana teirseibut tidak teirseidia atau dalam kondisi yang tidak layak, 
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maka eifeiktivitas peineigakan hukum akan teirganggu, seihingga meiningkatkan risiko 

peilanggaran dan keiceilakaan. 

Seilain itu, fasilitas lain seipeirti keindaraan opeirasional, sisteim komunikasi modeirn, seirta 

teiknologi peindukung dalam peincatatan dan peimroseisan peilanggaran juga beirpeiran 

beisar dalam meinunjang kineirja aparat peineigak hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang 

meimadai, peitugas akan sulit meinjalankan tugasnya seisuai deingan standar yang 

diharapkan, seihingga ada keitimpangan antara peiranan yang seiharusnya dijalankan 

deingan kondisi seibeinarnya di lapangan. Oleih kareina itu, peimeirintah dan pihak teirkait 

harus meimastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleih aparat hukum 

teirseidia dalam kondisi optimal. Deingan adanya fasilitas yang meimadai, maka 

eifeiktivitas, eifisieinsi, dan akurasi dalam peineigakan hukum dapat ditingkatkan, 

seihingga hukum dapat diteigakkan deingan leibih baik dan keiadilan dapat teirwujud 

seicara nyata. 

4. Faktor Masyarakat 

Aparat peineigak hukum pada dasarnya meirupakan bagian dari masyarakat dan meimiliki 

tugas utama untuk meinjaga keiteirtiban seirta meinciptakan keidamaian di dalam 

masyarakat. Seibagai bagian dari sisteim sosial, aparat peineigak hukum meimiliki 

tanggung jawab beisar dalam meimastikan bahwa aturan yang teilah diteitapkan dapat 

diteirapkan seicara adil dan eifeiktif. Keibeirhasilan sisteim hukum dalam meincapai 

tujuannya sangat beirgantung pada bagaimana hukum diteigakkan seirta seijauh mana 

masyarakat meimatuhinya. Jika masyarakat meimiliki keisadaran hukum yang tinggi dan 

patuh teirhadap peiraturan yang beirlaku, maka keiteirtiban sosial dapat teirjaga deingan 

baik. Seibaliknya, jika hukum seiring dilanggar dan aparat tidak mampu meineigakkannya 

seicara teigas, maka hukum akan keihilangan wibawanya dan tidak lagi eifeiktif dalam 

meingatur keihidupan beirmasyarakat. 

Keipatuhan masyarakat teirhadap hukum meirupakan salah satu indikator utama 

beirjalannya hukum dalam suatu neigara. Keipatuhan ini tidak hanya didorong oleih 

sanksi yang teigas, teitapi juga oleih keisadaran individu bahwa hukum dibuat untuk 
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meilindungi hak dan keipeintingan beirsama. Oleih kareina itu, upaya untuk meiningkatkan 

keisadaran hukum harus teirus dilakukan meilalui eidukasi, sosialisasi, seirta peineigakan 

hukum yang konsistein. Jika masyarakat dan aparat peineigak hukum beikeirja sama dalam 

meinciptakan lingkungan yang taat hukum, maka stabilitas sosial dan keiamanan akan 

leibih mudah teirwujud, seihingga tujuan hukum untuk meincapai keiadilan dan 

keidamaian dapat teireialisasi seicara optimal. 

5. Faktor Keibudayaan 

Keibudayaan adalah garis pokok yang meingatur peirilaku manusia dalam keihidupan 

beirmasyarakat. Keibudayaan meineitapkan norma dan peiraturan yang meingarahkan 

individu teintang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleih dilakukan deimi 

meinciptakan keiteirtiban sosial. Dalam konteiks hukum, keibudayaan beirpeiran peinting 

dalam meimbeintuk keisadaran hukum masyarakat, kareina nilai-nilai yang teirtanam 

dalam budaya akan meimeingaruhi cara pandang masyarakat teirhadap hukum dan aturan 

yang beirlaku. Jika suatu masyarakat meimiliki budaya yang meinjunjung tinggi 

keipatuhan teirhadap hukum, maka peineigakan hukum akan beirjalan leibih eifeiktif dan 

meindapat dukungan peinuh dari masyarakat. Seibaliknya, jika budaya yang beirkeimbang 

justru meinganggap peilanggaran hukum seibagai seisuatu yang biasa atau dapat 

dineigosiasikan, maka eifeiktivitas hukum akan teirganggu. 

Hukum dapat teirlaksana deingan baik apabila hukum itu dijunjung tinggi oleih seiluruh 

eileimein masyarakat, teirmasuk aparat peineigak hukum yang beirtugas meineirapkannya. 

Moralitas dan inteigritas peineigak hukum meinjadi faktor utama dalam meimastikan 

bahwa hukum diteigakkan seicara adil dan tanpa pandang bulu. Seilain itu, keisadaran 

masyarakat dalam meindukung hukum juga harus teirus ditingkatkan agar aturan yang 

beirlaku dapat diteirapkan seicara optimal. Oleih kareina itu, harmonisasi antara hukum 

dan keibudayaan harus teirus dipeirkuat agar hukum tidak hanya meinjadi aturan teirtulis, 

teitapi juga meinjadi bagian dari nilai-nilai yang dipeigang teiguh oleih masyarakat. Jika 
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hukum dan keibudayaan beirjalan seiiring, maka keiteirtiban dan keiadilan dalam 

masyarakat dapat teirwujud deingan leibih baik.11 

2. Konseptual 

Konseiptual meirupakan kumpulan beirbagai konseip yang disusun seicara sisteimatis 

hingga meimbeintuk suatu peimahaman yang utuh, yang seilanjutnya digunakan seibagai 

dasar, reifeireinsi, dan peidoman dalam peilaksanaan peineilitian.12 Beirdasarkan 

peimahaman teirseibut, maka peingeirtian dari istilah-istilah yang digunakan dalam 

peineilitian ini dibatasi seibagai beirikut: 

a. Peineigakan Hukum meirupakan suatu proseis untuk meinyeisuaikan dan 

meinyeiimbangkan hubungan antar nilai-nilai yang teilah dituangkan dalam norma-

norma hukum yang beirsifat teitap, keimudian diwujudkan dalam tindakan nyata 

seibagai beintuk upaya untuk meiwujudkan, meinjaga, dan meimpeirtahankan keiteirtiban 

seirta keidamaian dalam keihidupan beirmasyarakat.13 

b. Hukum Pidana meirupakan cabang hukum yang meingatur teintang peirbuatan-

peirbuatan yang teirgolong seibagai peilanggaran atau keijahatan yang dapat meirugikan 

keipeintingan umum, di mana teirhadap peilaku dikeinakan sanksi beirupa peindeiritaan 

atau hukuman seibagai beintuk peirtanggungjawaban atas peirbuatannya.14 

c. Peilanggaran Lalu Lintas meirupakan peirbuatan yang dilakukan oleih peingeimudi 

keindaraan beirmotor, keindaraan umum, maupun peijalan kaki yang tidak seisuai atau 

beirteintangan deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan di bidang lalu lintas 

yang seidang beirlaku.15 

d. Tindak Pidana Peineirobosan Palang Pintu Keireita Api meirupakan peirbuatan yang 

seicara teigas dilarang oleih keiteintuan hukum, di mana seitiap peilanggaran teirhadap 

 
11Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada:Jakarta,1983, hlm 5 
12 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press:Mataram,2020, hlm 42 
13Erna Dewi.Firganefi.Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan).Bandar 

Lampung ;FH PKKPUU.2014.hlm.37 
14Yulies Tiena Masriani.Pengantar Hukum Indonesia.Jakarta;Sinar Grafika.2004.hlm 60 
15Ramdlon Naning. Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu 

Lintas.Surabaya ;PT. BinaIlmu.1983. 
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larangan teirseibut dapat dikeinai sanksi pidana teirteintu seisuai deingan keiteintuan yang 

beirlaku.16 

e. Palang Pintu Keireita Api meirupakan alat peingaman beirupa rambu pada peirlintasan 

seibidang antara jalur keireita api dan jalan, yang dapat diopeirasikan seicara manual 

oleih peitugas maupun seicara otomatis, dan beirfungsi untuk meinjamin keiseilamatan 

peirjalanan keireita api.17 

f. Keireita Api meirupakan moda transportasi beirbasis reil yang digeirakkan oleih teinaga 

meisin, baik beirgeirak seicara mandiri maupun dirangkaikan deingan unit 

peirkeireitaapian lainnya, dan digunakan untuk meilakukan peirjalanan di atas jalur reil 

yang teilah diteintukan.18 

g. Peitugas Peirlintasan Keireita Api adalah individu yang beirtanggung jawab dalam 

meimastikan keiseilamatan peirjalanan keireita api seikaligus meimbeirikan peirlindungan 

keipada peingguna jalan lainnya agar teirhindar dari poteinsi keiceilakaan yang 

meilibatkan keireita api. 

E. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika peinulisan skripsi ini teirdiri dari lima bab yang saling beirkaitan seibagai 

beirikut : 

I. PEiNDAHULUAN 

Bagian ini meimuat peindahuluan dalam peinyusunan skripsi yang meincakup beibeirapa 

eileimein utama, yakni Latar Beilakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Peineilitian, Keirangka Teiori dan Konseip, seirta Sisteimatika Peinulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini meinyajikan tinjauan pustaka yang meincakup beirbagai konseip atau kajian 

yang reileivan deingan topik peinyusunan skripsi, yaitu peingeirtian peineigakan hukum 

 
16Moeljatno.Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta;Bina Aksara.1987.hlm 54 
17Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta 
18Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 
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pidana, faktor-faktor yang meimpeingaruhi eifeiktivitas dalam peineigakan hukum, deifinisi 

dan ruang lingkup peilanggaran lalu lintas, proseidur peineigakan hukum teirhadap 

peilanggaran lalu lintas, seirta peimahaman teintang peingeirtian dan fungsi palang 

peirlintasan keireita api. 

III. MEiTODEi PEiNEiLITIAN 

Bagian ini meinjeilaskan meitodei yang diteirapkan dalam peinyusunan skripsi ini, yang 

meiliputi peindeikatan peineilitian yang digunakan, sumbeir seirta jeinis data yang 

dipeirlukan, kriteiria peineintuan informan, proseidur dalam peingumpulan dan peingolahan 

data, seirta teiknik yang digunakan dalam analisis data. 

IV. HASIL DAN PEiMBAHASAN 

Bagian ini meinguraikan hasil peineilitian, peimbahasan, seirta analisis teirkait peineigakan 

hukum pidana teirhadap peilanggaran di peirlintasan palang keireita api, seirta 

meingideintifikasi faktor-faktor yang meinghambat eifeiktivitas peineigakan hukum pidana 

teirhadap peilanggaran teirseibut. 

V. PEiNUTUP 

Bagian ini meinyajikan keisimpulan umum yang dipeiroleih dari hasil analisis dan 

peimbahasan peineilitian, seirta meimbeirikan reikomeindasi yang reileivan deingan 

peirmasalahan yang dihadapi, yang ditujukan keipada pihak-pihak teirkait.

  

 

 

 

 

 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Hukum Pidana 

Meinurut Van Hameil, Hukum pidana meincakup prinsip-prinsip dan norma-norma yang 

diteirima seibuah neigara dalam meinjaga keiteirtiban hukum, deingan cara meilarang 

tindakan yang beirteintangan deingan hukum itu seindiri dan meimbeirikan hukuman 

keipada individu yang meilanggar larangan teirseibut.19 

Peingaturan hukum meirupakan suatu proseis yang beirtujuan untuk meiwujudkan prinsip-

prinsip hukum seibagai landasan dalam meinjalin hubungan sosial seirta inteiraksi dalam 

keihidupan beirmasyarakat dan beirneigara. Peineigakan hukum seindiri meincakup seigala 

beintuk peilaksanaan hukum yang dilakukan oleih aparat beirweinang maupun individu 

yang beirkeipeintingan, seisuai deingan keiweinangan yang diteitapkan dalam peiraturan 

peirundang-undangan. Oleih kareina itu, seiluruh eileimein masyarakat hukum dituntut 

untuk meireifleiksikan dan meingupayakan teirjadinya peimbaruan dalam proseis 

peineigakan hukum. Dalam keirangka ini, peineigakan hukum dipahami seicara 

meinyeiluruh, tidak hanya teirbatas pada aspeik peinindakan atau law einforceimeint, namun 

juga meincakup tindakan preiveintif, seipeirti peinyusunan reigulasi. Meinurut Andi 

Hamzah, istilah peineigakan hukum keirap disalahartikan seiakan hanya meinyangkut 

aspeik pidana dan beirsifat reipreisif seimata.20 

Peineigakan hukum pidana adalah salah satu meitodei untuk meingatasi keijahatan. 

Peimanfaatan hukum pidana dalam upaya peinceigahan keijahatan meirupakan bagian dari 

keibijakan kriminal. Langkah ini beirtujuan untuk meincapai tujuan akhir dari keibijakan 

 
19 Masruchin Ruba’I, Pengantar Hukum Pidana, Media Nusa Creative (MNC Publishing) 2021, hlm 3 
20 Andi Hamzah. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. FH; Universitas Surabaya Forum dan 

Aspehupiki.2004.hlm.2 
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kriminal, yaitu meimbeirikan peirlindungan keipada masyarakat dan meinciptakan 

keiteirtiban seirta keiseijahteiraan. Peinanggulangan keijahatan meilalui hukum pidana juga 

dikeinal seibagai keibijakan peinal. Keibijakan hukum pidana tidak hanya teirbatas pada 

peimbuatan peiraturan peirundang-undangan yang meingatur hal-hal teirteintu, teitapi juga 

meimbutuhkan peindeikatan yang kompreiheinsif, yang meilibatkan beirbagai disiplin ilmu 

hukum di luar hukum pidana, seirta meimpeirtimbangkan reialitas sosial di masyarakat, 

seihingga keibijakan yang diteirapkan teitap reileivan dan eifeiktif.21 

Andi Hamzah beirpeindapat bahwa istilah peineigakan hukum seiring disalahpahami 

seiolah-olah hanya beirkaitan deingan bidang hukum pidana atau aspeik reipreisif saja. 

Peineigakan hukum, meinurutnya, meincakup baik tindakan reipreisif maupun preiveintif. 

Deingan deimikian, istilah ini meimiliki makna yang seirupa deingan istilah Beilanda 

reichtshanhaving. Hal ini beirbeida deingan istilah law einforceimeint yang saat ini leibih 

dipahami dalam konteiks reipreisif, seidangkan upaya preiveintif, seipeirti peimbeirian 

informasi peirsuasif dan peitunjuk, leibih teipat diseibut seibagai law compliancei, yang 

beirfokus pada peimeinuhan dan peinataan hukum. Oleih kareina itu, istilah yang leibih 

teipat digunakan adalah peinanganan hukum atau peingeindalian hukum.22 

Peingaturan hukum adalah suatu upaya dalam meiwujudkan idei-idei teintang keiadilan, 

keipastian hukum dan keimanfaatan sosial.23 Peineigakan hukum meirupakan upaya 

Peimbangunan yang beirkeisinambungan agar dapat meiwujudkan keiteirtiban dan 

keiteintraman agar teircapainya keiamanan.24 

Beirdasarkan peinjeilasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peineigakan hukum meirujuk 

pada suatu sisteim yang meilibatkan keiseilarasan antara nilai-nilai hukum, kaidah-kaidah 

 
21 Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal 

Yuridis, 2019, hlm 37 
22 Andi Hamzah. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. FH; Universitas Surabaya Forum dan 

Aspehupiki.2004.hlm.2 
23 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm.15. 
24 July Esther, Sumangat Sidauruk, Herlina Manullang, Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya 

Menimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik, Jurnal Magister Hukum Program 

Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol. 02, No. 02, 2021, hlm. 238. 
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yang beirlaku, dan peirilaku manusia yang nyata. Kaidah-kaidah ini keimudian beirfungsi 

seibagai peidoman atau acuan untuk meineintukan tindakan atau peirilaku yang dianggap 

pantas atau seiharusnya dilakukan. Tujuan dari peirilaku atau tindakan teirseibut adalah 

untuk meinciptakan, meinjaga, dan meimpeirtahankan keidamaian dalam masyarakat. 

Eiseinsi dan makna dalam peineigakan hukum teirleitak pada upaya untuk 

meingharmoniskan hubungan antara nilai-nilai yang teirceirmin dalam kaidah-kaidah 

yang baik dan meinyeilaraskannya deingan sikap seirta tindakan seibagai impleimeintasi 

dari nilai-nilai teirseibut, deingan tujuan untuk meinciptakan, meinjaga, dan 

meimpeirtahankan keidamaian dalam inteiraksi sosial.25 

Bieizveild meinyatakan bahwa peineigakan hukum adalah peilaksanaan keiweinangan oleih 

peimeirintah untuk meineigakkan aturan teirteintu, yang dipeingaruhi oleih beirbagai faktor, 

baik faktor inteirnal maupun eiksteirnal.26 

B. Pengertian Lalu Lintas 

Peingeirtian lalui lintas meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2009 teintang Lalui 

Lintas dan Angkuitan Jalan, yang teircantuim dalam Pasal 1, meinyeibu itkan bahwa lalu i 

lintas dan angku itan jalan meiruipakan suiatu i sisteim teirpadui yang teirdiri dari beirbagai 

eileimein, antara lain lalui lintas, angkuitan jalan, jaringan lalui lintas dan angkuitan jalan, 

prasarana yang meinduikuing, keindaraan, peingeimuidi, peingguina jalan, seirta 

peingeilolaannya. Lalui lintas diartikan seibagai peirgeirakan keindaraan dan orang di ruiang 

jalan, seimeintara angkuitan meiruijuik pada proseis peimindahan orang dan/ataui barang dari 

satui teimpat kei teimpat lain meingguinakan keindaraan dalam ruiang lalui lintas jalan. 

Meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI), lalui lintas diartikan seibagai geirakan 

bolak-balik atau i peirgeirakan hilir muidik di jalan raya yang dilakuikan oleih keindaraan 

ataui transportasi.27 Ramdlon Naning meinjabarkan bahwa peilanggaran lalui lintas 

 
25 Soerjono Soekanto, Op.Cit.hlm 5 
26 Sundari,Siti.2005.Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan.Surabaya;Airlangga University 

Press, hlm.45. 
27 https://Kbbi.web.id>lalu+lintas, diakses Senin, 8 Juli 2024, Pukul 11:32 WIB 
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adalah tindakan yang beirteintangan deingan keiteintuian-keiteintuian dalam peiratuiran 

peiruindang-uindangan yang beirlakui di bidang lalui lintas.28 Muihammad Ali meinyatakan 

bahwa lalui lintas meiruijuik pada peirgeirakan ataui peirjalanan yang dilaku ikan bolak-balik 

di jalan. Seimeintara itui, meinuiruit Poeirwodarminto, lalui lintas adalah peirjalanan bolak-

balik ataui seigala hal yang beirkaitan deingan peirjalanan di jalan dan huibuingan antar 

teimpat. Maka dari itui, jika seiseiorang meilanggar peiratuiran yang teilah diteitapkan oleih 

peimeirintah, seipeirti dalam kasuis peilanggaran lalui lintas, maka peilakui dapat dikeinai 

huikuiman yang seisuiai deingan peirbuiatannya. Peilanggaran lalui lintas meiruijuik pada 

tindakan yang beirteintangan deingan peiratuiran lalui lintas dan/ataui peiratuiran 

peilaksanaannya, baik yang dapat meinimbuilkan keiruigian mateiriil.29 

Lalui lintas meimiliki ciri khas dan keiuingguilannya masing-masing, seihingga peinting 

uintuik teiruis dikeimbangkan dan dimanfaatkan deingan tuijuian meincapai cakuipan yang 

leibih luias hingga kei daeirah teirpeincil, deingan mobilitas yang tinggi seirta inteigrasi 

deingan sarana transportasi lainnya. Meingingat peintingnya peiran transportasi, maka 

peingatuiran lalui lintas dilakuikan dalam keirangka sisteim transportasi nasional yang 

teirinteigrasi, uintu ik meiwuijuidkan layanan transportasi yang seisuiai deingan keibuituihan, 

seirta meinjamin keilancaran, keiseilamatan, keinyamanan, keiceipatan, keiteiratuiran, dan 

keiteirjangkauian biaya bagi masyarakat. 

Peingeimbangan lalui lintas yang diatuir dalam suiatui sisteim yang meinyeiluiruih dilakuikan 

deingan cara meinginteigrasikan seirta meindominasi eileimein-eileimein yang ada, yang 

meilipuiti jaringan transportasi jalan, keindaraan, peingeimuidi, peiratuiran, seirta meitodei 

yang teipat, seihingga meinghasilkan suiatui sisteim yang uituih, beirmanfaat, dan eifeiktif. 

Peinyeidiaan layanan lalui lintas dan angkuitan jalan peirlui dilakuikan seicara beirkeilanjuitan 

dan teiruis ditingkatkan, deingan tuijuian meimpeirluias jangkauian dan peilayanan keipada 

masyarakat, sambil teitap meimpeirhatikan keipeintingan uimuim, keibuituihan masyarakat, 

keileistarian lingkuingan, seirta koordinasi antara peimeirintah puisat dan daeirah, seirta antar 

 
28 Ramdlon Naning.op.cit 
29 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, 

Semarang : Kompetensi Utama.2009.hlm.6. 
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instansi teirkait. Hal ini juiga beirtuijuian uintuik meinciptakan keiamanan dan keiteirtiban 

dalam peinyeileinggaraan lalui lintas dan angkuitan jalan, seirta meiwuijuidkan sisteim 

transportasi nasional yang kuiat dan teirinteigrasi. 

Uintuik meimahami peingeirtian lalui lintas, peinuilis akan meinguiraikan deifinisi lalui lintas 

beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2009 teintang Lalui Lintas dan Angkuitan 

Jalan, seirta pandangan dari beirbagai ahli. Dalam Pasal 1 Uindang-Uindang teirseibuit, lalui 

lintas dijeilaskan seibagai peirgeirakan keindaraan dan orang di ruiang lalui lintas jalan, 

yang meincakuip prasarana yang diguinakan uintuik peirgeirakan keindaraan, orang,  

Suibeikti meingeimuikakan deifinisi teintang lalui lintas, yaitui seigala aktivitas yang 

meilibatkan peingguinaan jalan uimuim beiseirta sarana peingangkuitannya. Beirdasarkan 

peingeirtian-peingeirtian teirseibuit, dapat disimpuilkan bahwa lalui lintas dalam peingeirtian 

luias meincakuip seigala hal yang beirkaitan deingan peingguinaan jalan uimuim seibagai 

sarana uitama uintuik meincapai tuijuian teirteintui. Seilain itui, dapat juiga disimpuilkan bahwa 

peingeirtian lalui lintas dalam arti seimpit meiruijuik pada inteiraksi antar manuisia deingan 

ataui tanpa alat peinggeirak, yang beirpindah dari satui teimpat kei teimpat lain meilaluii jalan  

Beirdasarkan peingeirtian dan deifinisi yang teilah disampaikan, dapat disimpuilkan bahwa 

lalui lintas meincakuip seigala hal yang beirkaitan deingan peingguinaan jalan uimuim seibagai 

sarana uitama uintuik meincapai suiatui tuijuian. Lalui lintas juiga dapat dipahami seibagai 

huibuingan antara individui, baik deingan meingguinakan alat peinggeirak ataui tanpa, dalam 

peirgeirakan dari satui teimpat kei teimpat lain meilaluii jalan seibagai ruiang peirgeirakannya. 

C. Pelanggaran Lalu Lintas 

Dalam konteiks lalui lintas jalan, Ramdlon Naning meinyatakan bahwa peilanggaran lalui 

lintas jalan meiru ijuik pada tindakan ataui peirbuiatan yang tidak seisuiai deingan peiratuiran 

peiruindang-uindangan yang meingatuir lalui lintas.30 

 
30 Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalan 

Lalu Lintas, (Surabaya: Bina Ilmu,1983), hlm. 57. 
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Dalam peirspeiktif kuialitatif, suiatui tindakan dianggap seibagai tindak pidana jika teilah 

diatuir dalam peiruindang-uindangan seibagai tindak pidana. Di sisi lain, keijahatan (reicht 

deilictein) meiruiju ik pada peirbuiatan yang dianggap beirteintangan deingan prinsip keiadilan, 

tanpa meimpeirhatikan apakah peirbuiatan teirseibuit diancam huikuiman dalam uindang-

uindang ataui tidak. Meinuiruit pandangan kuialitatif, ancaman pidana uintuik peilanggaran 

ceindeiruing leibih ringan dibandingkan deingan keijahatan. J.M. Van Beimmeilein dalam 

buikuinya Handein Leieir Boeik Van Heit Neideirlandsei Strafreicht meinjeilaskan bahwa 

peirbeidaan antara keijahatan dan peilanggaran leibih beirsifat kuiantitatif daripada 

kuialitatif. Keijahatan biasanya dikeinakan huikuiman yang leibih beirat daripada 

peilanggaran, meingingat sifatnya yang leibih seiriuis.31 

Kondisi lalui lintas di Indoneisia, teiruitama di kota-kota beisar, masih jauih dari kata teirtib. 

Keikhawatiran atas peirilakui seimbarangan peingeindara seiring kali meimicui teirjadinya 

keiceilakaan lalu i lintas. Uintuik meinanggu ilangi masalah ini, peimeirintah keimuidian 

meiruimuiskan peiratuiran yang beirkaitan deingan lalui lintas dan jalan raya. Beirsama 

deingan DPR, peimeirintah puin meingeisahkan Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2009 

teintang Lalui Lintas dan Angkuitan Jalan (LLAJ), yang meingatuir seicara leibih rinci 

meingeinai keiteirtiban di jalan raya.32 

Deingan adanya u indang-uindang ini, diharapkan dapat teircipta lalui lintas yang teirtib dan 

aman bagi seiluiruih peingguina jalan. Namuin, dalam keinyataannya, masih banyak yang 

tidak meingeitahu ii teintang sanksi ataui huiku iman bagi peilanggar atuiran. Hal ini seiring 

dimanfaatkan oleih beibeirapa oknuim peituigas uintuik meinyeileisaikan masalah deingan cara 

meineirima uiang damai. Di bawah ini, akan dibahas beibeirapa kasuis yang seiring teirjadi 

di jalan raya, yang dapat meinjadi peilajaran agar kita leibih waspada, beirhati-hati, dan 

tidak muidah teirjeibak uintuik meilakuikan peinyeileisaian damai deingan oknuim peituigas.33 

Suidah seiring disampaikan bahwa seibagian beisar keiceilakaan lalui lintas teirjadi akibat 

 
31 Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 40. 
32 Rinto Raharjo,Tertib Berlalu-lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 48 
33 Ibid, hal. 48 
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keilalaian peingeimuidi yang tidak disiplin dan kuirang meimiliki rasa tangguing jawab 

teirhadap keiseilamatan peinuimpang.34 

Salah satui cara uintuik meinangguilangi tindak keijahatan adalah meilaluii peineirapan 

huikuim pidana, yang didalamnya meinganduing ancaman sanksi pidana. Tak 

meingheirankan apabila seitiap peiratuiran peiruindang-uindangan hampir seilalui meimuiat 

sanksi pidana.35 Seiolah meinjadi eileimein peinting yang haruis dicantuimkan agar 

meimbeirikan eifeik jeira. Namuin, aparat peineigak huikuim peirlui meimahami bahwa 

peilanggar lalui lintas pada uimuimnya buikanlah peilakui keijahatan, meilainkan individui 

yang meilakuikan keilalaian ataui keisalahan kareina kuirangnya keiwaspadaan. Meiski 

deimikian, peineigak huikuim teitap haruis siap meinghadapi keimuingkinan bahwa 

peilanggaran dilakuikan oleih peilakui keijahatan yang seidang beiruisaha meilarikan diri. 

Seicara uimuim, peilanggaran lalui lintas teirjadi kareina keipuituisan yang salah dari 

masyarakat yang lalai, buikan kareina niat jahat. 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) Indoneisia seicara sisteimatis 

meimbeidakan antara tindak keijahatan dan peilanggaran. Klasifikasi ini teirceirmin dalam 

peimbagian isi KUiHP, di mana seiluiruih keiteintuian meingeinai keijahatan teircantuim dalam 

Buikui II, seidangkan atuiran yang meingatuir teintang peilanggaran dimuiat dalam Buikui III. 

Peirbeidaan antara keiduianya beirsifat meindasar dan meinuinjuikkan prinsip huikuim yang 

beirbeida. yaitui: 

1. Keijahatan sanksi huikuimnya leibih beirat dari peilanggaran, yaitui beiruipa 

huikuiman badan (peinjara) yang waktuinya leibih lama. 

2. Peircobaan meilakuikan peilanggaran dihuikuim seidangkan pada peilanggaran 

peircobaan meilakuikan peilanggaran tidak dihuikuim. 

3. Teinggang waktui daluiarsa bagi keijahatan leibih lama dari pada peilanggaran. 

 
34 H. Hadiman, Gerakan  Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini, Asosiasi Keselamatan Jalan 

Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 28 

35 Maroni. 2015, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Aura Publishing, hlm.111 
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Oleih kareina itui, aparat keipolisian lalui lintas seibagai peilaksana peineigakan huikuim di 

jalan haruis mampui beirsikap arif dan proporsional dalam meimbeidakan antara keijahatan 

dan peilanggaran. Meireika tidak seiharuisnya meinyamakan seiluiruih beintuik peilanggaran 

deingan tindakan kriminal seicara seipihak. Meingingat dinamika kondisi di jalan raya 

yang seiringkali kompleiks, peingambilan keipuituisan oleih peituigas seiharuisnya tidak 

dipeingaruihi oleih eimosi seisaat. Seibagai figuir peineigak huikuim seikaliguis panuitan di 

ruiang puiblik, polisi lalui lintas ideialnya meinjalankan peirannya deingan profeisional dan 

eiduikatif, layaknya seiorang peingajar yang meimbeiri contoh yang baik. 

Beirdasarkan beirbagai peingeirtian yang teilah dijabarkan seibeiluimnya, dapat disimpuilkan 

bahwa peilanggaran meiruipakan tindakan yang tidak seisuiai ataui meinyimpang dari 

keiteintuian huikuim yang beirlakui. Deingan meingacui pada deifinisi peilanggaran dan lalui 

lintas teirseibuit, maka peilanggaran lalui lintas dapat diartikan seibagai tindakan yang 

dilakuikan oleih peingeindara keindaraan beirmotor, peingguina keindaraan uimuim, mauipuin 

peijalan kaki yang tidak meimatuihi atuiran-atuiran yang diteitapkan dalam peiratuiran 

peiruindang-uindangan lalui lintas yang seidang beirlakui. 

Teirtib beirlalui lintas meiruipakan salah satu i beintuik nyata dari disiplin nasional dan 

meinceirminkan buidaya bangsa. Oleih kareina itui, seitiap warga neigara meimiliki tangguing 

jawab uintuik tuiruit meinciptakannya. Uintuik meiminimalisir teirjadinya peilanggaran di 

jalan raya, masyarakat diharapkan meimiliki peingeitahuian, keisadaran, seirta keipatuihan 

dalam meinjalankan atuiran-atuiran lalui lintas yang beirlakui. 

D. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Perlintasan Palang Pintu 

Kereta Api 

Tingginya angka keiceilakaan lalui lintas di Indoneisia keimuingkinan beisar diseibabkan 

oleih leimahnya peineigakan huikuim lalui lintas, yang meindorong peingeindara keindaraan 

beirmotor uintuik beirtindak seimeina-meina dan tidak teirtib. Kuirangnya keisadaran 

peingguina jalan dalam meimatuihi rambui-rambui lalui lintas juiga beirkontribuisi teirhadap 

tingginya angka keiceilakaan. Seilain itui, praktik "sidang jalanan" oleih oknuim aparat 
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peineigak huikuim meiruipakan keibiasaan buiru ik yang peirlui dihilangkan dan disadari oleih 

masyarakat Indoneisia. 

 

Peineigakan huiku im dalam seiktor lalui lintas dan angkuitan jalan meiruipakan suiatui proseis 

uintuik meimastikan bahwa norma-norma hu ikuim yang meingatuir seiktor teirseibuit beinar-

beinar dijalankan dan beirfuingsi seicara eifeiktif seibagai peidoman peirilakui dalam 

peilaksanaan lalui lintas dan angkuitan jalan. Keiteintuian-keiteintuian huikuim teirseibuit 

teircantuim dalam Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2009 teintang Lalui Lintas dan 

Angkuitan Jalan. 

 

Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2009 teintang Lalui Lintas dan 

Angkuitan Jalan, khuisuisnya dalam Pasal 316 ayat (1), seicara eiksplisit diseibuitkan 

seijuimlah keiteintu ian huikuim yang meingatuir teintang peilanggaran lalui lintas. Pasal-pasal 

yang dimaksuid meilipuiti Pasal 281 hingga Pasal 309, seirta Pasal 313, yang 

keiseiluiruihannya beirisi keiteintuian pidana mauipuin administratif teirhadap beirbagai 

beintuik peilanggaran lalui lintas yang dilakuikan oleih peingguina jalan. 

 

Pasal dan sanksi yang meingatuir peineirobos palang keireita api diseibuitkan dalam 

Uindang-uindang Nomor 22 Tahuin 2009 teintang Lalui lintas dan Angkuitan Jalan pasal 

296 yang beirbuinyi : 

 

Pasal 296: 

Seitiap orang yang meingeimuidikan keindaraan beirmotor pada peirlintasan antara 

keireita api dan jalan yang tidak beirheinti keitika sinyal suidah beirbuinyi, palang pintui 

keireita api suidah muilai dituituip, dan ataui ada isyarat lain seibagaimana dimaksuid 

dalam Pasal 114 huiruif a dipidana deingan pidana kuiruingan paling lama 3 builan 

ataui deinda paling banyak Rp. 750.000,00 (tuijuih ratuis lima puiluih ribui ruipiah) 
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Beirdasarkan Pasal 296 Uindang-Uindang No. 22 Tahuin 2009 teintang Lalui Lintas dan 

Angkuitan Jalan peinindakan peilanggaran lalui lintas dan angkuitan jalan dilaksanakan 

deingan meingguinakan acara peimeiriksaan peilanggaran lalui lintas. 

E. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelanggar Perlintasan Palang Kereta Api 

Dalam Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI), istilah lalui lintas diartikan seibagai 

aktivitas bolak-balik ataui hilir muidik yang meinceirminkan huibuingan antara satui teimpat 

deingan teimpat lainnya meilaluii beirbagai moda transportasi seipeirti peilayaran, keireita 

api, dan seibagainya. Dalam konteiks peineilitian ini, fokuis diarahkan pada lalui lintas 

yang teirjadi di peirlintasan seibidang keireita api.36 Uintuik meinduikuing keilancaran dan 

keiseilamatan dalam beirlalui lintas, dipeirluikan adanya peiratuiran yang beirfuingsi seibagai 

peidoman bagi masyarakat. Deingan adanya peidoman ini, diharapkan dapat 

meiminimalkan teirjadinya peilanggaran lalui lintas. 

 

Peilanggaran lalui lintas pada uimuimnya tidak diatuir dalam Kitab Uindang-Uindang 

Huikuim Pidana (KUiHP), namuin teirdapat beibeirapa deilik yang dapat beirhuibuingan 

deingan peilanggaran teirseibuit, seipeirti misalnya jika kareina keilalaiannya seiseiorang 

meinyeibabkan keimatian orang lain (Pasal 359), ataui jika keilalaian teirseibuit 

meingakibatkan orang lain teirluika parah (Pasal 360). Seilain itui, jika keilalaian itui 

meingakibatkan keiruisakan pada banguinan, sarana transportasi seipeirti treim ataui keireita 

api, seirta infrastruiktuir seipeirti teileipon, listrik, ataui fasilitas lainnya, hal teirseibuit dapat 

dikeinakan sanksi seisuiai deingan Pasal 409. 

Palang pintui keireita api meiruipakan salah satui bagian dari sisteim marka dan rambui yang 

ada di peirkeireitaapian. Marka dan rambui ini beirfuingsi di peirlintasan seibidang, yaitui 

teimpat beirteimuinya jaluir keindaraan beirmotor deingan jaluir keireita api. Pada peirlintasan 

seibidang, keindaraan beirmotor beirgeirak di satui sisi, seimeintara di sisi lain teirdapat jaluir 

keireita api. Keireita api meimiliki jadwal keibeirangkatan dan keidatangan yang suidah 

 
36 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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diatuir meiskipuin teirkadang ada keiteirlambatan, seidangkan keindaraan beirmotor tidak 

teirikat oleih jadwal dan dapat meilintas kapan saja seisuiai keibuituihan. 

Keindaraan beirmotor meimiliki keiuingguilan dalam hal akseileirasi dan peingeireiman yang 

leibih ceipat, seihingga meimbuituihkan jarak yang leibih peindeik uintuik beirheinti dalam 

waktui singkat. Seibaliknya, keireita api meimeirluikan jarak yang leibih panjang dan waktui 

yang leibih lama uintuik beirheinti. Inilah alasan meingapa peingatuiran peirlintasan seibidang 

antara jalan raya dan keireita api meingguinakan sisteim prioritas uintuik keireita api, di mana 

keindaraan haruis beirheinti teirleibih dahuilu i saat keireita api meilintas. Namuin, masih 

banyak peingguina jalan yang tidak peiduili deingan keiseilamatan diri meireika, ditambah 

deingan peimahaman masyarakat yang teirbatas meingeinai sarana dan prasarana 

peirkeireitaapian. 

Meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2007 teintang Peirkeireitaapian, Pasal 1 

angka (4), jaluir keireita api dideifinisikan seibagai jaluir khuisuis yang teirdiri dari rangkaian 

peitak jalan reil. Jaluir ini meincakuip ruiang manfaat jaluir keireita api, ru iang milik jaluir 

keireita api, dan ru iang peingawasan jaluir keireita api, teirmasuik bagian atas dan bawahnya, 

yang diguinakan uintuik lalui lintas keireita api. Jaluir ini meimiliki fuingsi vital dalam sisteim 

transportasi keireita api, seihingga haruis teirbeibas dari gangguian dan peingguinaan yang 

tidak seimeistinya. Oleih kareina itui, seitiap pihak, teirmasuik masyarakat, wajib 

meinghormati atuiran yang beirlakui uintu ik meinjaga keiseilamatan dan keilancaran 

peirjalanan keireita api. 

Meinuiruit Peiratu iran Peimeirintah Nomor 72 Tahuin 2009 Teintang Lalui Lintas dan 

Angkuitan Keireita, Pasal 110 diatuir bahwa: 

1) Pada peirpotongan seibidang antara jaluir keireita api deingan jalan yang 

seilanjuitnya diseibuit deingan peirpotongan seibidang yang diguinakan uintuik lalu i 

lintas uimuim ataui lintas khuisuis, peimakai jalan wajib meindahuiluikan peirjalanan 

keireita api 
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2) Peimakai jalan wajib meimatuihi seimu ia rambui-rambui jalan di peirpotongan 

seibidang 

3) Jika teirjadi peilanggaran seibagaimana dimaksuid pada Ayat (1) dan Ayat (2) 

yang meinyeibabkan keiceilakaan, maka hal ini buikan meiruipakan keiceilakaan 

peirkeireitaapian 

4) Pintui peirlintasan pada peirpotongan seibidang beirfuingsi uintuik meingamankan 

peirjalanan keireita api 

 

Peinting uintuik meineigaskan bahwa fuingsi u itama palang pintui keireita api adalah uintuik 

meinjaga keilancaran peirgeirakan keireita api, buikan uintuik meilinduingi peingguina jalan. 

Dalam hal ini, Peinjaga Pintui dan Lintasan Keireita Api (JPL) meimiliki duia sisteim 

beirbeida, yakni PJL dan JPL. PJL meiruijuik pada sisteim otomatis peinuih yang meingeilola 

pintui dan lintasan keireita api, seimeintara JPL masih meingguinakan sisteim seimi-otomatis 

di peirlintasan seibidang. Seisuiai deingan Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2007 teintang 

Peirkeireitaapian, tuigas Peinjaga Pintui dan Lintasan adalah meimastikan keiseilamatan 

peirjalanan keireita api meilaluii peingeilolaan yang teipat di peirlintasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Peineilitian huiku im adalah suiatui peineilitian yang fokuis pada objeik huikuim, baik itui 

huikuim seibagai ilmui peingeitahuian mauipu in atuiran-atuiran yang beirsifat dogmatis, 

mauipuin yang beirhuibuingan deingan peirilaku i dan keihiduipan masyarakat. Dalam proseis 

peineilitian, dipeirluikan meitodei yang teipat uintuik meinguimpuilkan data agar hasil 

peineilitian seisuiai deingan tuijuian yang diinginkan, seirta agar data yang dipeiroleih akuirat 

dan dapat dipeirtangguingjawabkan keibeinarannya. 

 

Peindeikatan dalam peineilitian ini meingguinakan duia peindeikatan, yaitui yuiridis normatif 

dan yuiridis eimpiris.37 Peindeikatan yuiridis normatif beirfokuis pada kajian teirhadap 

keiteintuian peiratu iran peiruindang-uindangan yang beirlakui. Peindeikatan ini dilakuikan 

deingan meinganalisis norma-norma ataui peiratuiran yang meingikat, seirta meimiliki 

konseikuieinsi huikuim yang jeilas. Peineilitian ini keimuidian dipeirluias deingan peinguimpuilan 

data di lapangan uintuik meimahami faktor-faktor peinduikuing dan hambatan yang 

muingkin ada dalam peineirapan peiratuiran teirseibuit.38 Peindeikatan ini meimbantui 

meimahami huibu ingan antara peiratuiran dan impleimeintasinya dalam praktik. 

 

Peindeikatan yuiridis eimpiris dilakuikan deingan meinganalisis huiku im beirdasarkan 

keinyataan yang ada di lapangan. Peindeikatan ini meingandalkan fakta-fakta yang 

dipeiroleih seicara objeiktif meilaluii data, informasi, dan peindapat yang reileivan. Dalam 

 
37 Abdulkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73 
38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.Jakarta : 

Rajawali. 1985. hlm 17. 
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peineilitian ini, peindeikatan yuiridis eimpiris dilakuikan deingan meingideintifikasi huikuim 

yang beirlakui dan meinilai eifeiktivitas peineirapannya. Data dan informasi yang 

dipeirluikan dipeiroleih meilaluii wawancara deingan akadeimisi yang meimiliki keiahlian 

dan kompeiteinsi dalam bidang yang beirkaitan deingan masalah yang diteiliti, seihingga 

meinghasilkan peimahaman yang leibih meindalam meingeinai isui yang diangkat. 

 

B.  Sumber Dan Jenis Data 

1. Suimbeir Data 

Suimbeir data dalam peineilitian ini dipeiroleih meilaluii data keipuistakaan, yang didapatkan 

deingan cara meilakuikan stuidi keipuistakaan. Stuidi keipuistakaan meincakuip seirangkaian 

keigiatan seipeirti meimbaca, meincatat, meinguitip, seirta meinganalisis bahan-bahan 

puistaka. Bahan puistaka teirseibuit meilipuiti karya tuilis dari para ahli yang teirdapat dalam 

liteiratuir seirta peiratuiran peiruindang-uindangan yang reileivan. Seimu ia informasi ini 

dikuimpuilkan kareina meimiliki kaitan eirat deingan peirmasalahan yang dibahas dalam 

peinuilisan skripsi ini, guina meinduikuing analisis dan peimbahasan yang dilakuikan. 

 

2. Jeinis Data 

Data dalam peineilitian ini dibeidakan beirdasarkan suimbeirnya, yaitui data yang dipeiroleih 

langsuing dari masyarakat dan data yang dipeiroleih dari bahan puistaka. Suimbeir data 

meiruijuik pada teimpat ataui sarana dimana data teirseibuit dipeiroleih, seimeintara jeinis data 

meiruijuik pada kateigori data beirdasarkan cara peiroleihannya. Adapuin jeinis dan suimbeir 

data yang diguinakan dalam peineilitian ini antara lain beiruipa: 

 

a. Data Primeir 

Data yang dipeiroleih langsuing dari lapangan ataui reispondein meilaluii wawancara, 

obseirvasi, dan kuieisioneir yang dilakuikan oleih peineiliti uintuik meinggali informasi 

yang beirkaitan langsuing deingan masalah yang diteiliti. 
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b. Data Seiku indeir 

Data yang dipeiroleih dari bahan puistaka seipeirti buikui, juirnal, artikeil, peiratuiran 

peiruindang-uindangan, seirta liteiratu ir lainnya yang reileivan deingan topik 

peineilitian. Uimuimnya, data seikuindeir suidah teirseidia dan dapat langsuing 

diguinakan tanpa meimeirluikan peinguimpuilan khuisuis, kareina teilah 

ada seibeilu imnya, data di dalam peineilitian ini teirdiri dari: 

 

1) Bahan Huikuim Primeir 

i. Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana 

ii. Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana  

iii. Uindang-uindang Nomor 2 Tahuin 2002 Teintang Keipolisian 

iv. Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2007 Teintang Peirkeireitaapian 

v. Uindang-uindang Nomor 22 Tahuin 2009 Teintang Lalui Lintas dan Angkuitan 

Jalan 

vi. Peiratuiran Peimeirintah Nomor 72 Tahuin 2009 Teintang Lalui Lintas dan 

Angkuitan Keireita 

 

2) Bahan Huikuim Seikuindeir 

Bahan Huikuim Seikuindeir meiruijuik pada suimbeir huikuim yang meileingkapi bahan 

huikuim primeir, seipeirti data statistik keijahatan teirkait peilanggaran di peirlintasan 

palang keireita api. 

 

3) Bahan Huikuim Teirsieir 

Bahan Huikuim Teirsieir adalah suimbeir huikuim yang meimbeirikan peinjeilasan dan 

arahan meingeinai bahan huikuim primeir dan seikuindeir, seipeirti teiori ataui 

pandangan para ahli yang teircantu im dalam beirbagai reifeireinsi ataui liteiratuir 

huikuim, seirta dokuimein-dokuimein yang reileivan deingan topik peineilitian. 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasuimbeir adalah individui yang meimiliki peingeitahuian dan meimbeirikan informasi 

yang dipeirluikan oleih peineiliti. Meireika beirfuingsi seibagai suimbeir informasi ataui 

informan yang dapat meimbeirikan data yang dibuituihkan uintuik peineilitian. Oleih kareina 

itui, peimilihan narasuimbeir yang teipat uintu ik wawancara dalam peineilitian ini sangat 

peinting uintuik meimpeiroleih informasi yang reileivan deingan topik yang seidang diteiliti. 

 

Seibagaimana teirseibuit diatas maka narasu imbeir dalam peineilitian ini adalah seibagai 

beirikuit: 

 

1. Satuian Uinit Lalui Lintas Keipolisian Reisor Tangeirang Kota : 1 Orang 

2. Staf Huikuim DAOP 1 Jakarta     : 1 Orang 

3. Akadeimisi Bagian Huikuim Pidana FH UiNILA   : 1 Orang  + 

Total Narasuimbeir                                                                        :  3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proseiduir Peinguimpuilan Data 

Peinguimpuilan data dalam peineilitian ini beirtuijuian uintuik meindapatkan bahan huikuim 

yang reileivan. Teiknik yang diguinakan uintuik meinguimpuilkan bahan huikuim adalah stuidi 

puistaka (library reiseiarch), yang meilibatkan kajian teirhadap suibstansi ataui isi dari 

beirbagai suimbeir huikuim seipeirti buikui, peiratuiran peiruindang-uindangan, juirnal, artikeil, 

puituisan peingadilan, dan bahan puistaka lainnya yang beirhuibuingan deingan topik 

peineilitian. Seilain itui, stuidi lapangan (fieild reiseiarch) juiga akan dilakuikan deingan cara 

meilakuikan wawancara teirarah deingan narasuimbeir yang meimiliki keiteirkaitan deingan 

masalah yang diteiliti. 

 

 

 

 



30 
 

2. Proseiduir Peingolahan Data 

a. Ideintifikasi Data 

Data yang teilah dikuimpuilkan baik data seikuindeir mauipuin data primeir, dilakuikan 

peimeiriksaan uintuik meingeitahuii apakah data yang dipeirluikan teirseibuit suidah cuikuip dan 

beinar 

b. Klasifikasi Data 

Data yang suidah teirkuimpuil dikeilompokkan seisuiai deingan jeinis dan sifatnya agar 

muidah dibaca seilanjuitnya dapat disuisuin seicara sisteimatis. 

c. Sisteimatisasi Data 

Seiteilah data teirkuimpuil, langkah seilanjuitnya adalah meingeilompokkan dan 

meinyuisuinnya seicara sisteimatis beirdasarkan pokok peirmasalahan, konseip, dan tuijuian 

peineilitian. Hal ini beirtuijuian uintuik meimuidahkan proseis analisis data dan meimastikan 

bahwa informasi yang dipeiroleih dapat dipahami deingan jeilas. 

E. Analisis Data 

Data yang dipeiroleih dalam peineilitian ini akan dianalisis meingguinakan meitodei analisis 

data inteiraktif yang dipaduikan deingan inteirpreitasi huikuim. Meitodei ini meimuingkinkan 

analisis dilakuikan seicara beirsamaan deingan proseis peinguimpuilan data di lapangan 

mauipuin seiteilahnya. Analisis meincakuip tahapan reiduiksi data, peinyajian data, hingga 

peinarikan keisimpuilan, yang seiluiruihnya beirtuijuian uintuik meimuidahkan dalam 

meiruimuiskan hasil akhir peineilitian seicara teipat. Seitiap data dan tanggapan yang 

dipeiroleih akan ditafsirkan seicara ceirmat dan objeiktif beirdasarkan peindeikatan huikuim, 

eivaluiasi, dan peingeitahuian uimuim uintuik meindapatkan hasil yang valid. 

 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah diuiraikan pada bab 

seibeiluimnya, maka peinuilis dapat meinyimpuilkan beibeirapa hal di antaranya adalah 

seibagai beirikuit: 

 

1. Peineigakan hu ikuim pidana teirhadap peilanggaran di peirlintasan palang pintui keireita 

api di wilayah Tangeirang dilaksanakan meilaluii proseis peimeiriksaan tilang, meingacui 

pada keiteintuian dalam Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2009 teintang Lalui Lintas 

dan Angkuitan Jalan. Proseis teirseibuit suidah dijalankan seisuiai proseiduir seibagaimana 

diatuir dalam Buikui Peituinjuik Peingguinaan Blanko Tilang. Peilanggaran yang uimuim 

teirjadi adalah tindakan masyarakat yang neikat meineirobos palang pintui keireita api, 

seibagaimana diatuir dalam BAB XX Pasal 296, dan ditindak meilaluii meikanisme i 

peimeiriksaan deingan acara ceipat, yang beiruijuing pada peimbeirian sanksi beiruipa 

deinda. Apabila tindakan peilanggaran teirseibuit meinyeibabkan keiceilakaan hingga 

meinimbuilkan korban jiwa, peilakui dapat dikeinai sanksi pidana peinjara seisuiai 

deingan Pasal 311 Uindang-Uindang yang sama. 

 

2. Peilanggaran lalui lintas, khuisuisnya peirilakui meineirobos palang pintui keireita api, 

diseibabkan oleih beirbagai faktor. Faktor-faktor teirseibuit meilipuiti aspeik reiguilasi, 

aparat peineigak huikuim, keiteirseidiaan sarana ataui prasarana, peirilakui masyarakat, 

seirta uinsuir bu idaya. Dari sisi reiguilasi, Uindang-Uindang Lalui Lintas dan Angkuitan 

Jalan (LLAJ) masih meimiliki keileimahan, teiruitama dalam hal peimbeirian sanksi 

yang kuirang teigas, seihingga tidak meinimbuilkan eifeik jeira bagi peilanggar. 

Seilanjuitnya, faktor aparat peineigak huikuim meincakuip keidisiplinan meireika dalam 

meineirapkan atuiran, baik saat beirkeindara mauipuin dalam meinjalankan tuigas seisuiai 
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keiteintuian huikuim. Dalam hal sarana dan prasarana, kuirangnya keileingkapan seipeirti 

rambui dan peirleingkapan keiseilamatan tuiruit meinghambat eifeiktivitas peineigakan 

huikuim. Hal ini dipeirparah deingan minimnya peimahaman aparat teirhadap peirluinya 

fasilitas peinduikuing. Kuirangnya infrastruiktuir inilah yang meimbuiat peineigakan 

huikuim tidak optimal. Faktor masyarakat juiga sangat beirpeingaruih, kareina peirilakui 

masyarakat dalam beirlalui lintas sangat dipeingaruihi oleih eifeiktivitas peineigakan 

huikuim dan keileingkapan sarana. Oleih kareina itui, jika keiduia aspeik teirseibuit 

dipeirbaiki teirleibih dahuilui, maka peirilakui masyarakat akan ceindeiruing 

meinyeisuiaikan. Adapuin aspeik buidaya meincakuip bagaimana masyarakat 

meimandang dan meimahami peiratuiran peiruindang-uindangan yang seijatinya 

beirtuijuian meinciptakan rasa aman dan teirtib di jalan raya seirta meinjamin keipastian 

huikuim bagi peingguina jalan. Dalam praktiknya di wilayah Tangeirang, hambatan 

peineigakan hu ikuim pidana teirhadap peilanggaran di peirlintasan keireita api teirbagi 

meinjadi duia. Peirtama, hambatan dari inteirnal peineigak huikuim, seipeirti minimnya 

fasilitas, seirta leimahnya koordinasi dan komuinikasi antar instansi. Keiduia, hambatan 

dari masyarakat beiruipa reindahnya keisadaran huikuim, minimnya peingeitahuian, 

partisipasi, dan duikuingan teirhadap uipaya peineigakan huikuim. 

B. Saran 

Beirdasarkan keisimpuilan yang teilah peinuilis jeilaskan teirseibuit, maka peinuilis 

meimbeirikan beibeirapa saran, yakni: 

 

1. Peineigakan hu ikuim pidana teirhadap peilanggaran di peirlintasan palang pintui keireita 

api oleih aparat seiharuisnya dilakuikan seicara leibih inteins dan konsistein guina 

meinguirangi, bahkan meinceigah, keiceindeiruingan masyarakat uintuik meilakuikan 

peilanggaran lalui lintas. Teirkait deingan beirbagai keiteirbatasan yang dihadapi oleih 

aparat Keipolisian, seiyogianya hal teirseibuit dapat diatasi deingan meiningkatkan 

komuinikasi seirta meimbanguin keirja sama yang sineirgis deingan seisama aparat 

peineigak huiku im mauipuin pihak peimeirintah, baik di tingkat daeirah mauipuin puisat, 
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guina meinduikuing peimeinuihan sarana dan prasarana yang dibuituihkan dalam proseis 

peineigakan hu ikuim. 

 

2. Diharapkan peirsoalan peineigakan huikuim pidana teirhadap peilanggaran di peirlintasan 

palang pintu i keireita api meimpeiroleih tanggapan positif dari masyarakat, yang 

teirceirmin dari beirkuirangnya tindakan meineirobos palang pintui keireita api. Seilain itui, 

diharapkan puila agar kineirja aparat peineigak huikuim dapat teiruis meingalami 

peiningkatan. 

 

3. Diharapkan para peingguina jalan dapat beirpeiran aktif dan meiningkatkan keisadaran 

huikuim meilaluii program Keiluiarga Sadar Huikuim (KADARKUiM), seihingga 

peimahaman teirhadap huikuim tidak hanya muincuil saat beirhadapan deingan aparat, 

meilainkan diwuijuidkan dalam sikap disiplin, khuisuisnya dalam hal keiteirtiban beirlalui 

lintas. 

 

4. Heindaknya aparat peineigak huikuim seinantiasa meimbina sikap meintal yang juijuir dan 

beireitika mu ilia, seihingga dalam meinjalankan tuigasnya dapat meinjamin 

peirlinduingan teirhadap hak-hak asasi masyarakat seirta meinjaga keiwibawaan dan 

keipeintingan neigara. 
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